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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Penjual Yang Belum Cukup 
Umur Atas Pengiriman Barang Dengan Spesifikasi Tidak Sesuai Dengan 
Pesanan Dalam Transaksi Jual-Beli E-Commerce” bertujuan yang pertama 
untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian 
jual beli melalui e-commerce. Kedua untuk mengetahui tanggung jawab penjual 
yang belum cukup umur atas pengiriman barang yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi tidak sesuai pesanan dalam transaksi jual beli e-commerce. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode 
Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-
norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, serta beberapa literatur hukum yang terkait 
dengan permasalahan yang dibahas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat 
diberikan kepada para pihak dalam jual beli e-commerce secara umum diatur 
dalam bentuk hak dan kewajiban dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen. Hak konsumen dilindungi dengan adanya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh penjual, sebaliknya hal penjual akan terpenuhi dengan adanya 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli. Dalam kasus transaksi jual beli e-
commerce -seperti pada jual beli yang secara umum dilakukan- posisi 
konsumen berada dalam kondisi yang lebih lemah dari penjual. Oleh karena itu 
perlindungan hukum dalam transaksi jual-beli e-commerce lebih menekankan 
pada perlindungan bagi konsumen. Dalam kasus penjual belum cukup umur 
mengirimkan barang dengan spesifikasi tidak sesuai dengan pesanan konsumen, 
maka konsumen tetap berhak untuk meminta ganti rugi kepada penjual yang 
belum cukup umur tersebut. Keberadaan penjual yang belum cukup umur tidak 
serta merta membatalkan transaksi jual beli e-commerce antara kedua belah 
pihak. Apabila penjual yang belum cukup umur tidak mampu untuk 
menunaikan kewajibannya memberikan ganti rugi sesuai nominal yang telah 
disepakati atau nominal yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka orang tua 
atau wali penjual belum cukup umur tersebut yang berkewajiban untuk 
memenuhi ganti rugi yang telah ditentukan.  Ketika kasus penjual mengirimkan 
barang dengan spesifikasi tidak sesuai pesanan tersebut masuk ke dalam ranah 
hukum pidana, misalnya adalah penipuan, dan ketika pengadilan telah 
memutuskan sanksi pidana kepada penjual belum cukup umur, maka orang tua/ 
wali tidak harus menanggung sanksi pidana penjual tersebut. Menurut Pasal 26 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU 
Pengadilan Anak), ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak 
pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
yang sudah dewasa. 
Kata kunci: tanggung jawab, e-commerce, penjual, belum cukup umur 
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ABSTRACT 
The study, entitled "Responsibilities of the Seller Which Not Enough Age 
on Delivery Product with Specifications Does Not Match Orders Sale at E-
Commerce Transactions" aims first to know the form of legal protection for the 
parties in the purchase agreement through e-commerce. The second to 
determine the responsibility of the seller is not old enough for the delivery of 
goods which do not conform to the specification does not match the order in the 
buying or selling of e-commerce. 
The method used in this thesis is a normative juridical research method, the 
research refers to the norms and principles of law contained in the legislation, 
court decisions, as well as some legal literature related to the issues discussed. 
The results showed that legal protection can be given to the parties in the 
sale and purchase of e-commerce generally arranged in the form of rights and 
obligations under the Consumer Protection Act. Consumer rights are protected 
by their obligations to be fulfilled by the seller, otherwise the seller will be met 
with an obligation that must be met by the buyer. In the case of purchase 
transactions-such as e-commerce on the sale and purchase of the general's doing 
the consumer is in a position that is weaker than the seller. Therefore the legal 
protection in the transaction e-commerce more emphasis on consumer 
protection. In case the seller is not old enough not deliver the goods with the 
specifications in accordance with customer orders, the consumer retains the 
right to seek damages to the seller who are not old enough. The existence of a 
seller who is not old enough not automatically cancel the sale and purchase 
transactions of e-commerce between the two sides. If the seller is not old 
enough not being able to fulfill its obligations provide appropriate 
compensation agreed notional or nominal predetermined by the court, the 
parents or guardians are not old enough sellers are obliged to meet the 
compensation has been determined. When the case of the seller sends the goods 
do not conform to the specifications of the order is entered into the realm of 
criminal law, for example, is a fraud, and when the court has decided to 
criminal sanctions to the seller is not old enough, parents / guardians should not 
bear criminal sanctions that seller. According to Article 26 paragraph (1) of 
Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court (Juvenile Court Act), imprisonment for a 
child who commits an offense is half of the maximum penalty of imprisonment 
for those who are older. 








Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam jual 
beli e-commerce secara umum diatur dalam bentuk hak dan kewajiban 
dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen dilindungi 
dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual, sebaliknya hal 
penjual akan terpenuhi dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
pembeli. Dalam kasus transaksi jual beli e-commerce -seperti pada jual beli 
yang secara umum dilakukan- posisi konsumen berada dalam kondisi yang 
lebih lemah dari penjual. Oleh karena itu perlindungan hukum dalam 
transaksi jual-beli e-commerce lebih menekankan pada perlindungan bagi 
konsumen. 
b. Dalam kasus penjual belum cukup umur mengirimkan barang dengan 
spesifikasi tidak sesuai dengan pesanan konsumen, maka konsumen tetap 
berhak untuk meminta ganti rugi kepada penjual yang belum cukup umur 
tersebut. Keberadaan penjual yang belum cukup umur tidak serta merta 
membatalkan transaksi jual beli e-commerce antara kedua belah pihak. 
Apabila penjual yang belum cukup umur tidak mampu untuk menunaikan 
kewajibannya memberikan ganti rugi sesuai nominal yang telah disepakati 
atau nominal yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka orang tua atau 
vii 
wali penjual belum cukup umur tersebut yang berkewajiban untuk 
memenuhi ganti rugi yang telah ditentukan.  Ketika kasus penjual 
mengirimkan barang dengan spesifikasi tidak sesuai pesanan tersebut masuk 
ke dalam ranah hukum pidana, misalnya adalah penipuan, dan ketika 
pengadilan telah memutuskan sanksi pidana kepada penjual belum cukup 
umur, maka orang tua/ wali tidak harus menanggung sanksi pidana penjual 
tersebut. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), ancaman pidana penjara 
bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa. Sekalipun dalam 
kasus ini tanggung jawab penjual yang belum cukup umur dalam 
pengiriman barang dalam spesifikasi tidak sesuai pesanan dalam transaksi 
jual beli e-commerce, sudah dapat diselesaikan secara musyawarah maupun 
melalui jalur non litigasi, maka proses hukum secara pidana tetap harus di 
laksanakan dan selanjutnya bergantung pada putusan pengadilan yang 
memutuskan, dengan pertimbangan hakim bahwa telah ada penyelesaian 
antara kedua belah pihak.  
 
2. Saran 
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 
a. Hendaknya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli e-commerce, 
khusunya pembeli selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
melakukan transaksi jual-beli karena praktik ini tidak mempertemukan para 
pihak secara langsung melainkan hanya melalui media elektronik sehingga 
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rawan terjadi penipuan. Konsumen hendaknya mengenali terlebih dahulu 
alamat web yang menyediakan jasa jual beli e-commerce serta memahami 
dengan betul klausa baku yang diadakan oleh pihak penjual. Selain itu 
konsumen juga perlu untuk memahami hak dan kewajiban penjual dan 
pembeli dalam transaksi yang dilakukan.  
b. Upaya penyelesaian masalah dengan cara meminta ganti rugi hendaknya 
lebih diutamakan ketika terjadi kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli 
e-commerce berupa pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan. Terlebih 
lagi ketika penjual yang melakukan wanprestasi berupa pengiriman barang 
tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan tersebut adalah anak belum cukup 
umur. Ketika proses pemberian ganti rugi ini sulit dilakukan dan harus 
masuk ke dalam ranah pengadilan, maka hendaknya pengadilan perdata 
lebih diutamakan dibandingkan dengan pengadilan pidana, mengingat 
dalam pengadilan perdata wali anak yang belum cukup umurlah yang harus 
bertanggung jawab, sementara itu dalam pengadilan pidana anak yang 
belum cukup umur tersebut bisa diproses secara hukum. Memproses anak 
belum cukup umur dalam pengadilan pidana, apabila sampai menjatuhkan 
pidana penjara kepada anak dapat merusak masa depan anak karena anak 
kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik selama 
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